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KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 5/.2. /2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG
RENCANA INDUK JARINGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Menimbang

Mengingat

DI DAERAH TAHUN 2025-2045
BUPATI TABALONG,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 12
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan
Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan
Pasal 5 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor
07 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perhubungan, rencana
induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan ditetapkan dengan
Peraturan Bupati setelah mendapatkan pertimbangan Gubernur
dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;

bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 79 ayat (2) dan Pasal
82 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120
Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah, untuk pembahasan rancangan Peraturan
Bupati, perlu membentuk Tim Pembahasan Rancangan
Peraturan Bupati;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan
Bupati Tabalong;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9),
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah
Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat I[I Tabalong Dengan
Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953
tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
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Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5023}, sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856};

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indeonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa
kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia
Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587}, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 193}, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);

Peraturan Pemcrintah  Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199},
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76
Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor
87 Tahun 2014 tentang Peraturan Peclaksanaan Undang-Undang
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Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 186);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Mentert Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 137);

Peraturan Menteri Dalam Neger1 Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Dacrah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781});

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2014
tentang Penyeclenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah
Kabupaten Tabalong Tahun 2014 Nomor 07);

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02),
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3 Tahun 2024
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dacrah Kabupaten
Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Tabalong Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Dacrah
Kabupaten Tabalong Nomeor 3};

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah {Lembaran Daerah
Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);

Peraturan Bupati Tabalong Nomor 44 Tahun 2018 tentang
Pedoman Penyusunan dan Pendokumentasian Produk Hukum
Daerah {Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2018 Nomor
44);

Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata
Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah
Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 17 Tahun
2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor
69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten
Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025
Nomor 17};

MEMUTUSKAN

Membentuk Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang
Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di
Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2045 dengan susunan keanggotaan
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang mcrupakan bagian
tidak terptsahkan dart Keputusan ini.
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KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai
tugas sebagai berikut:

a. mengumpulkan, dan mempelajari peraturan perundang-
undangan serta bahan lain yang dapat dijadikan bahan referensi
penyusunan produk hukum dan dapat melakukan kunjungan
kerja baik di dalam daerah provinsi maupun di luar daerah
provinsi dalam rangka perbandingan sebagai referensi
penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana
Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kabupaten
Tabalong Tahun 2025-2045;

b. melakukan  koordinasi/konsultasi dengan  Kementerian/
Instansi/Perangkat Daerah terkait, baik pada Pemerintah Pusat
atau Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota;

c. mengadakan rapat-rapat bersama dalam rangka koordinasi dan
sinkronisasi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan
Bupati dengan Perangkat Daerah terkait;

d. melaksanakan pemprosesan Pra Rancangan Peraturan Bupati
menjadi Rancangan Peraturan Bupati berdasarkan hasil rapat
bersama Perangkat Daerah terkait;

e. melaporkan perkembangan penyusunan Pra Rancangan
Peraturan Bupati kepada Sekretaris Daerah untuk memperoleh
arahan; dan

f. melaksanakan tugas-tugas lain dalam rangka kelancaran
pelaksanaan tugas tim.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU telah
melaksanakan tugas mulai bulan November 2025

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini
dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas
Perhubungan Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 22 Delemdor Seif

B , ~ BUPATI TABALONG,

PARAF HIERARKI |  PARAF KOORDINAS) |
SE/ 7 TARIS DINAS/BADAN t SEKDA
5
KAE.D % ABAG Z’ ASISTEN 1
KA S UEBID/KASUBBAGIF {" KADIS/IKABAN ML‘JHAMMAD NOOR RIFANI

Tembusan disampaikan Kepada Yth:
1. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
2. Anggota Tim yang bersangkutan.




LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 5/2/2025
TANGGAL 29 Oodensdor Salf.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
TENTANG RENCANA INDUK JARINGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

DI DAERAH TAHUN 2025-2045

| JABATAN |
NO | JABATAN DALAM DINAS DALAM TIM KET
1. ! Bupati Tabalong Pengarah 1 B
2. | Wakil Bupati Tabalong Pengarah Il
3 ‘ Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong Penanggung

- — S | B Jawab .
4. jAsisten Perekonomian dan Pembangunan Ketua

~ Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong

5. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong

Wakil Ketua I |

6. ‘_Sekretans Dinas Perhubungan Kabupaten
| Tabalong

 Wakil Ketua Il

Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong

7. |Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Sekretaris
. Kabupaten Tabalong
8. | Inspektur Kabupaten Tabalong Anggota B
9. ' Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Anggota
~dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabalong
10. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Anggota
B Tabalong - I
11. | Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan | Anggota 1
| Ruang Kabupaten Tabalong | o
12. [ Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Anggota |
Kabupaten Tabalong |
13. | Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Anggota -
: Tabalong |
: Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Anggota
‘ Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Tabalong
15. ! Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Anggota
- Kebakaran Kabupaten Tabalong
16. Kepala Bidang Lalu Lintas dan Keselamatan pada Anggota
' Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong o
17. | Kepala Bidang Sarana dan Prasarana pada Dinas ; Anggota - —.
__Perhubungan Kabupaten Tabalong T
18, | Kepala Bidang Angkutan Multimoda pada Dinas Anggota o
Perhubungan Kabupaten Tabalong ’
19. 1 Kepala Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Anggota
Lmtas pada Dinas Perhubungan Kabupaten i
Tabalong
20. "'Kepala  Seksi  Keselamatan pada  Dinas Anggota
Perhubungan Kabupaten Tabalong
21. | Kepala Seksi Terminal pada Dinas Perhubungan Anggota
22, Kepala  Seksi Perparkiran pada  Dinas Anggota | B
_ Perhubungan Kabupaten Tabalong
23.  Kepala Seksi Angkutan Orang Dalam Trayek pada h AhEgota__ - -
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24. | Kepala Seksi Angkutan Orang Tidak Dalam Anggota
Trayek, Barang dan Multimoda pada Dinas
Perhubungan Kabupaten Tabalong

25. | Penyusun Materi Hukum dan Perundang- Anggota
undangan pada Bagian Hukum Sekretariat
Daerah Kabupaten Tabalong

26. | Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Anggota
Pertama pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Tabalong

27. | Staf pada Dinas Perhubungan Kabupaten Anggota 2 (dua)
Tabalong Orang

BUPATI TABALONG,

T PARAF HIERARKI PARAF KOORDINAS! _' :
(RETARIS DINAS/BADAN & SEKDA VP/ A
“ABID/KABAG ASISTEN /g, | MUHAMM NOOR RIFAN11
| KASIKASUBBIDIKASUBBAGUF ‘ KADIS/KABAN |




